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PERAN INFORMASI GEOSPASIAL
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BASIS DASAR PENDEKATAN TUJUAN
DATA PERENCANAAN SPASIAL
(. 1)
e Arah Pengembangan
Wilayah Pulau-Pulau Besar 1. Pengurangan
dan Provinsi (Buku IlI). Kesenjangan
-7 Antar Wilayah
. 2. Pusat- t
Informa§| TRenIgana « Kawasan Cepat Tumbuh Pz::urr?gtsjian
Geospasial ata Ruang (MP3EI, KEK, FTZ, Kapet) S
— Pengelolaan . K Perbat erbasis
Data Statistik awasan Ferbatasan Keunggulan
Pertanahan * Daerah Tertinggal

Potensi Wilayah
3. Pemerataan

Pelayanan

Sosial Dasar

* Kawasan Rawan Bencana

e Kawasan Khusus

* Sistem Perkotaan

* Perdesaan

* Pengembangan Ekonomi
Lokal

* Kawasan Transmigrasi

\&
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH (Simpul Jaringan IG Prov/Kab) ")
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« Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

« Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

« Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
« Undang-Undang No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial

-

Aspek Spasial

diintegrasikan dalam

perencanaan
pembangunan.




3 PERAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
i DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
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 UU No. 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) :

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan
informasi yang aburat dan dapat dipertanggungjawabkan
(Pasal 31).

 Data dan Informasi:
a. Non spasial 2> Dikoordinasikan oleh BPS > K/L

a. Spasial 2 Dikoordinasikan oleh ‘ - KJ/L



e AMANAT BERBAGAI UNDANG-UNDANG TERKAIT
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«  UU No. 26 /2007 Penataan
Ruang
 UU No. 25 /2004 Program

Pembangunan Nasional
o dll

UU Terkait
Pengelolaan
Wilayah

UU terkait
SDA tidak
terbarukan

* UU No. 22/2001
Minyak & Gas Bumi
* UU No. 4 /2009
Pertambangan Mineral &
Batu bara
el

* 171 Undang~- Undang

/

UU No. 4/2011
Informasi
Geospasial

N

PENYEDIAAN INFORMASI GEOSPASIAL*

N

* UU No. 16 / 1997 Statistik
* UU No. 36 /2009 Kesehatan
o dil

UU sektor
lainnya

N

UU terkait

SDA

terbarukan

» Sumber Daya Air
* UU No. 27 /2003 Panas
Bumi

* UU No. 7/2004

o dil
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..2.. KEBUTUHAN DATA SPASIAL NASIONAL

~

Dari 9 Provinsi Sampel 27 jenis data

PEMBANGUNAN spasial yang dibutuhkan (14 utk

DAERAH penyusunan RTRW)
9 J
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Regulasi, Koordinasi, Produksi, Distribusi, Penyimpanan,
Kelembagaan, SDM, Pembiayaan, dll

—

. Sistem Referensi

Spasial

e Kerangka Dasar
H/V

e Data Gaya Berat

e Pasang Surut
Laut

2. Standar, Norma,
Prosedur,
Mekanisme

3.SDM
Bersertifikat

Metode Akuisisi
Data/Survei

e Survey Teresterial

® Penginderaan
Jauh

¢ Foto Udara

e Citra Satelit
Orthorektifikasi

e Survey Multiteam
o dll

Rakornas Informasi
Geospasial

Peta Dasar

¢ Peta RBI

* Peta Topografi

¢ Ortho Image

® Peta Bathimetri
® Peta Oseanografi

® Peta Pertanahan
o dll

Proses Hulu-Hilir Informasi Geospasial

Peta Tematik

Peta : Lereng, Geologi,
Sistem Lahan, Tanah,
DAS dan SubDAS,
Sumberdaya Air, Zona
Agroklimat,
Penggunaan Lahan.
Kesesuaian/
kemampuan Lahan,
Kebencanaan, Pesisir
dan Laut, Ekoregion,
Status Lahan,
Demografi, PLP2B,
Neraca SDA,

Dan lain-lain

Kesepahaman
&Kesepakatan



5 PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

“ww . BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL
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Menyusun Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan
dan Tahapan Pelaksanaan Bidang Pengelolaan
Informasi Geospasial dalam RPJM 2015-20109.

* Prioritas Kebutuhan Informasi Geospasial Untuk
Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional
SASARAN 2015-20109.

«Kebijakan dan Strategi Pemenuhan Kebutuhan
Informasi Geospasial Prioritas Nasional
(Koordinasi, Regulasi, Produksi, Distribusi,
Kelembagaan, SDM, dll)

Rencana Tindak Pemenuhan Kebutuhan Informasi
Geospasial Prioritas Nasional (Kegiatan, Sasaran,
dlil).
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2. Rancangan VISI Pengelolaan IG 2015-2019
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Terwujudnya data dan Informasi
Geospasial sebagai basis
pengambilan keputusan dalam
penyusunan rencana

pembangunan dan kebijakan
publik.




A

2»  Rancangan MISI Pengelolaan IG 2015-2019

Kementerian PPN/
Bappenas

\,\/ L —

1. Mewujudkan Ketersediaan data dan Informasi Geospasial
yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Memberikan kemudahan akses terhadap data dan Informasi
Geospasial bagi semua pemangku kepentingan;

3. Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi geospasial
dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan

kebijakan publik;

4. Menguatkan peran Informasi Geospasial untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga keutuhan
wilayah NKRI;
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» Rancangan SASARAN IG 2015-2019
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1. Terpenuhinya data dan informasi geospasial untuk perencanaan
pembangunan baik kualitas maupun kuantitas;

2. Terselenggaranya berbagi pakai data dan informasi geospasial;

3. Termanfaatkannya data dan informasi geospasial dalam proses
penataan ruang dan penyusunan kebijakan publik;

4. Terwujudnya peningkatan penggunaan IG dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi;

5. Terselesaikannya pemetaan seluruh batas negara dan batas wilayah
administrasi;

6. Terpenuhinya SDM bidang IG bagi penghasil dan pengguna IG;
7. Tercapainya kemandirian IPTEK dan industri bidang IG
8. Terbangunnya kelembagaan pengelolaan IG pada berbagai tingkatan.
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.2.. Rancangan KEBIJAKAN IG 2015-2019
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1. Penyelenggaraan IG harus mengacu kepada IGD sebagai Referensi
Tunggal;

2. Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial untuk mendukung
penataan ruang dan pengelolaan SDA;

3. Penyelenggaraan IGD diprioritaskan pada Skala 1:25.000 dan 1:5.000
4. Penyelesaian Pemetaan batas wilayah NKRI

5. Penyediaan akses IG melalui Mekanisme Satu Pintu - “One Gateway
Policy”

6. Pemenuhan SDM bidang IG diselenggarakan secara terpadu;

7. Penyelenggaraan IGT untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
melalui “one map policy”;

8. Penyediaan teknologi penyelenggaraan IG dilakukan secara mandiri
melalui sinergi nasional;



b, Rancangan STRATEGI IG 2015-2019 (1)
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1. Percepatan penyelenggaraan jaring kontrol geodesi sebagai referensi
tunggal untuk penyelenggaran IG.

2. Percepatan penyelenggaraan, pemutakhiran dan validasi IG yang
dapat dipertanggungjawabkan;

3. Penguatan kapasitas penyelenggara IG untuk mendukung
percepatan penyelenggaraan IG;

4. Percepatan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik yang
terintegrasi dan memenuhi standar berdasarkan prioritas kebutuhan
Nasional untuk penataan ruang dan pengelolaan SDA;

5. Percepatan penyelenggaraan Informasi Geospasial terkait batas
wilayah dan yurisdiksi NKRI;

6. Pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial
nasional secara terpadu melalui Jaringan Informasi Geospasial
Nasional (JIGN);

7. Percepatan pemenuhan SDM bidang IG diselenggarakan secara
kemitraan dengan melibatkan lembaga pendidikan, lembaga
pelatihan, asosiasi dan industri serta masyarakat;
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8.

10.

Rancangan STRATEGI IG 2015-2019 (2)

Penguatan Kerjasama Luar Negeri di bidang
1G;

Penguatan kemitraan antar akademisi, dunia
usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam
pembangunan industri IG nasional, dan
kemandirian teknologi penyelenggaraan IG;

Penguatan fungsi koordinasi penyelenggaraan
IGT melalui kebijakan satu pintu.




Rancangan Kegiatan Prioritas IG

2015-2019’1!

. Pemenuhan sistem referensi tunggal sebagai dasar

penyelenggaraan IG

. Penyusunan peraturan perundangan, pedoman,

standar dan spesifikasi teknis penyelenggaraan IG

. Pemenuhan Peta RBI prioritas pada skala 1:25.000

dan 1:5.000

Pemenuhan Peta LPI prioritas pada skala 1:25.000
dan LLN prioritas pada skala 1:100.000

Pemetaan Batas Wilayah administrasi dan negara

Penyediaan IG Tematik untuk penyusunan RTRW dan
RDTR serta pengelolaan SDA

Pembangunan One Gateway system untuk pengelolaan
dan penyebarluasan IG
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Rancangan Kegiatan Prioritas IG

201|5-2019 (2)

Penguatan kelembagaan dan koordinasi
penyelenggaraan IG

Penyediaan SDM Bidang IG

. Penyediaan Citra Tegak Resolusi Tinggi
. Pengembangan IPTEK dan industri IG
12. Penyelenggaraan Geostatistik



Rancangan Kegiatan Prioritas

Pendukung IG2015-2019:

Penyusunan peraturan perundang-
undangan

Koordinasi penyelenggaraan IG (Rakor IG)
Pembinaan jabatan fungsional IG
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Menghindari duplikasi pekerjaan antar instansi —> efektif dan efisien
Mendukung pemanfaatan multiguna data dan informasi spasial
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi spasial
Memberikan kemudahan akses

Meningkatkan return on investement (ROI)

Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan

18
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